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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 273 Sinjai
Email : set.sinjai@bawaslu.go.id
Website : sinjai.bawaslu.go.id

Nomor  :026 /HK.01.00/K.SN-16/05/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Netralitas kepala Desa
Yth.

Kepala Desa Se- Kabupaten Sinjai
di -
Sinjai

Sinjai, 16 Mei 2024

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 yang netral, objektif, dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas,

meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam

melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, dan mewujudkan kepastian hukum

terhadap penanganan pelanggaran, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan

kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Terhadap hal tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai menyampaikan hal-hal sebagai

berikut :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang:
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PASAL 71

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat  aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon.

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau
sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. Merugikan kepentingan umum;

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak
lain, dan/atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:;

Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g. Menjadi pengurus partai politik;

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan
Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
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- Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah:

k. Melanggar sumpah/janiji jabatan; dan
l.  meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi
menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Maka Bawaslu Kabupaten Sinjai
mengimbau kepada Kepala Desa se kabupaten Sinjai untuk mematuhi dan menaati

hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan: _
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan

2. Arsip.
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